SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR
140 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang:

DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
122 Tahun 2024 tentang Kebijakan akuntansi
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18
Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran Pasal S5
menyatakan Kebijakan akuntansi Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan
dari Transaksi Nonpertukaran digunakan untuk
menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
123 Tahun 2024 tentang Kebijakan akuntansi
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19
Pengaturan Bersama Pasal 5 menyatakan bahwa
Kebijakan akuntansi Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama digunakan untuk
menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Laut;



Mengingat:

L

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



10.

11,

12.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5633) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,



13.

14,

15.

16.
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18.

19.

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara  Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1076);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021
Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti
Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 766);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah



Menetapkan:

20.

21.

22,

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 12);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022 Nomor 140) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun
2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH
LAUT NOMOR 140 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 140) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 140 Tahun 2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 26)



ditambahkan ketentuan pendapatan dari transaksi non pertukaran dan
pengaturan bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan
Lampiran XVII yang merupakan bagian tdak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 2



II.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ; TAHUN
TANGGAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15
PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NON PERTUKARAN

PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan dari kebijakan akuntansi transaksi nonpertukaran ini untuk
mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan yang berasal dari
transaksi nonpertukaran

Ruang Lingkup

|

Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan

keuangan menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi

atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran.

Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi

nonpertukaran seperti:

a. perpajakan; dan

b. transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antar entitas
pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan,
sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil
pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.

3. Pemerintah daerah apabila melakukan reorganisasi entitas berupa
penggabungan maupun pemisahan maka Pendapatan yang berasal
dari transfer aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di
dalam pengaturan standar ini.

DEFINISI

4. Istilah berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan

pengertian:

Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan
bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset
akan digunakan oleh penerima tertentu atau harus dikembalikan
kepada entitas atau individu yang mentransfer aset.

Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas memiliki kemampuan
untuk menggunakan atau memanfaatkan aset dalam mencapai
tujuan entitas dan membatasi (mengatur) pihak lain dalam
memanfaatkan aset tersebut.

Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan adalah jumlah yang
tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka
melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak.

Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh
entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh
pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang




sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang
berlaku.

Pembatasan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang membatasi
atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara
khusus menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat
ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada entitas yang
mentransfer aset jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

Ketentuan aset yang ditransfer yang selanjutnya disebut sebagai
ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan,
atau pengaturan yang mengikat, yang dipersyaratkan dalam
penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas
pelaporan.

Belanja perpajakan (tax expenditures) merupakan penerimaan
perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat
adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan yang memberikan
fasilitas kepada objek atau pembayar pajak tertentu untuk
menerima kompensasi yang tidak diberikan kepada objek atau
pembayar pajak lainnya.

Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau
Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan
pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau
potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain
perpajakan.

Transaksi NonPertukaran

S.

6.

Pada beberapa transaksi, terdapat pertukaran barang atau jasa yang
memiliki nilai yang diperkirakan sama.

Pada transaksi yang lain, suatu entitas akan menerima sumber daya
namun tidak menyediakan atau memberikan imbalan secara
langsung atas sumber daya yang diterima tersebut. Transaksi ini
merupakan transaksi nonpertukaran dan transaksi inilah yang
diatur dalam kebijakan akuntansi ini. Sebagai contoh, wajib pajak
membayar pajak karena undang-undang mewajibkannya membayar
pajak. Sementara itu di sisi lain, pemerintah akan menyediakan
berbagai macam layanan publik yang tidak berkaitan langsung
dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.
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Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas
memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang
diterimanya, namun imbalan tersebut tidak memiliki nilai yang
diperkirakan sama dengan nilai sumber daya yang diterimanya.
Dalam kasus ini, entitas menentukan apakah terdapat kombinasi
antara transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan
setiap komponen dilaporkan terpisah.

Apabila terdapat transaksi dimana transaksi tersebut tidak secara
jelas dikategorikan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi
nonpertukaran maka penentuan substansi transaksi akan
memperjelas jenis transaksi tersebut dengan dibutuhkan
pertimbangan profesional untuk menentukan jenis transaksi,
apakah dikelompokkan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi
nonpertukaran. Jika tidak dimungkinkan untuk membedakan
transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah, transaksi
tersebut diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran. Sebagai
tambahan, entitas mungkin menerima diskon harga, diskon jumlah
atau kuantitas, atau pengurangan lain atas harga jual aset.
Pengurangan harga tersebut tidak diartikan bahwa transaksi
tersebut merupakan transaksi nonpertukaran.

Pendapatan

9.

10.

Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa
depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh
entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas.
Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan
perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran,
pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa
depan atau potensi jasa, dan karena itu setiap aliran keluar sumber
daya sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui
sebagai biaya transaksi. Sebagai contoh, jika suatu entitas
diharuskan membayar biaya pengiriman dan pemasangan
sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari entitas lain, biaya-
biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan pendapatan
yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan
pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset.

Ketentuan Aset yang Ditransfer

11.

Aset mungkin ditransfer dengan harapan dan/atau pemahaman
bahwa aset tersebut akan digunakan dengan cara tertentu dan
karenanya entitas penerima akan melakukan aktivitas atau kegiatan
dengan cara tertentu. Jika peraturan perundangan atau perjanjian
yang mengikat kedua pihak mensyaratkan ketentuan penggunaan
aset oleh entitas penerima, maka syarat tersebut merupakan
ketentuan aset yang ditransfer seperti yang didefinisikan dalam
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standar ini. Maksud dari ketentuan terkait aset yang ditransfer,
sebagaimana didefinisikan dalam pernyataan ini adalah bahwa
entitas tidak dapat menetapkan ketentuan sendiri, baik secara
langsung atau melalui entitas yang dikendalikannya.

12.Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa
persyaratan atau pembatasan. Ketika persyaratan dan pembatasan
atas aset yang ditransfer mungkin mensyaratkan entitas untuk
menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa atas
aset tersebut untuk tujuan tertentu (kewajiban untuk melaksanakan
sesuatu) pada saat pengakuan awal, hanya persyaratan tertentu
yang mengharuskan adanya manfaat ekonomi masa depan atau
potensi jasa dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset
pada saat ketentuan tidak dipenuhi.

13.Ketentuan aset yang ditransfer dapat dilaksanakan melalui suatu
pengaturan atau pembuatan prosedur. Jika ketentuan dalam
peraturan atau perjanjian yang mengikat tidak dapat dilaksanakan,
maka ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan aset yang
ditransfer. Kewajiban konstruktif tidak timbul dari ketentuan ini.

Persyaratan atas Aset yang Ditransfer

14.Persyaratan aset yang ditransfer (untuk selanjutnya disebut
persyaratan) menyatakan bahwa suatu entitas akan menggunakan
manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sebagaimana
persyaratan yang ditentukan atau entitas akan mengembalikan
manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut kepada
entitas yang mentransfer aset jika entitas tidak dapat memenuhi
persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, entitas penerima aset
mencatat adanya kewajiban kini untuk mentransfer manfaat
ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak lain ketika
entitas lain tersebut memiliki pengendalian atas aset sebagaimana
ditentukan sebelumnya. Hal ini terjadi karena entitas
dipersyaratkan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak
lain yang mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas atau
mengembalikan aset yang ditransfer tersebut kepada entitas yang
mentransfer aset. Selanjutnya ketika entitas mengakui aset yang
ditransfer, entitas juga mengakui adanya kewajiban sesuai
persyaratan yang ditetapkan.

15.Untuk kemudahan administrasi, aset yang ditransfer, atau manfaat
ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya, mungkin lebih efektif
dikembalikan dengan mengurangkan jumlah yang dikembalikan
tersebut dari aset lainnya yang akan ditransfer untuk tujuan
lainnya. Entitas akan tetap mengakui jumlah bruto dalam laporan
keuangan, yaitu entitas akan mengakui pengurangan aset dan
kewajiban atas pengembalian aset karena tidak dipenuhinya
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persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan aset yang ditransfer,
dan akan mencerminkan pengakuan aset, kewajiban dan/atau
pendapatan transfer baru.

Pembatasan Aset yang Ditransfer

16.Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa
aset yang diterima, maupun manfaat ekonomi masa depan atau
potensi jasa lainnya akan dikembalikan ke entitas yang mentransfer
aset jika aset tersebut tidak digunakan sebagaimana telah
ditentukan. Karena itu, pengendalian yang diperoleh sehubungan
dengan pembatasan tidak membebankan kewajiban kini kepada
entitas penerima untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan
atau potensi jasa kepada pihak ketiga. Ketika entitas penerima
melanggar ketentuan pembatasan, entitas yang mentransfer aset,
atau pihak lain, dapat mengenakan denda kepada penerima aset,
misalnya melalui tuntutan ke pengadilan yang mengakibatkan
pengenaan denda kepada penerima aset atau melalui proses
administratif lain sesuai peraturan yang berlaku. Denda tersebut
tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan aset, karena merupakan
pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset.

Substansi Kejadian Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)

17.Dalam menetapkan apakah suatu ketentuan merupakan
persyaratan atau pembatasan, entitas perlu mempertimbangkan
substansi persyaratan yang dimuat dalam ketentuan, bukan hanya
bentuk formalnya saja. Bentuk formal mengatur tersebut, misalnya,
aset yang ditransfer disyaratkan untuk digunakan dalam
penyediaan barang dan jasa kepada pihak ketiga atau aset tersebut
dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset, namun
demikian persyaratan tersebut tidak cukup menjadi dasar bagi
entitas untuk menyajikan adanya kewajiban ketika entitas tersebut
masih memiliki pengendalian atas aset tersebut.

18.Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan
persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah
persyaratan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa
depan atau potensi jasa tersebut dapat dipaksakan serta akan
dipaksakan oleh entitas yang mentransfer aset. Jika entitas yang
mentransfer aset tidak dapat memaksakan pengembalian aset
maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut,
maka ketentuan tersebut tidak memenuhi definisi persyaratan, dan
karena itu, ketentuan tersebut dipertimbangkan sebagai suatu
pembatasan. Jika pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa
entitas aset tidak pernah memaksakan pengembalian aset maupun
manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ketika terjadi
pelanggaran suatu ketentuan, maka entitas penerima aset dapat
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menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut walaupun secara formal
merupakan persyaratan, namun secara substansi bukan
merupakan  persyaratan, sehingga  diperlakukan  sebagai
pembatasan. Jika entitas tidak memiliki pengalaman dengan entitas
yang mentransfer aset, atau belum pernah melanggar ketentuan
yang menyebabkan entitas yang mentransfer aset meminta
pengembalian aset atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi
jasa, serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya, maka diasumsikan
bahwa entitas yang mentransfer aset akan meminta
dilaksanakannya persyaratan yang dimuat dalam suatu ketentuan,
dan karena itu ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan.

19.Definisi persyaratan aset yang ditransfer menimbulkan suatu
kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset untuk
menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa
sesuai yang dipersyaratkan atau mengembalikannya kepada entitas
yang mentransfer aset.

20.Untuk memenuhi definisi persyaratan aset yang ditransfer tersebut,
kewajiban pelaksanaan tersebut harus bersifat substantif, bukan
hanya bentuk formal. Persyaratan dalam perjanjian transfer yang
mengharuskan entitas penerima aset melakukan tindakan yang
tidak ada alternatif selain dilakukannya tindakan tersebut, dapat
menunjukan bahwa persyaratan tersebut secara substansi bukan
merupakan persyaratan maupun pembatasan. Hal ini disebabkan,
dalam kasus ini, ketentuan terkait transfer tidak menimbulkan
kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset. Untuk
memenuhi kriteria pengakuan suatu kewajiban, maka pengeluaran
sumber daya kemungkinan besar terjadi, dan pelaksanaan
ketentuan yang dipersyaratkan harus dipenuhi dan dapat diukur.
Karena itu, suatu ketentuan perlu menentukan hal-hal seperti sifat
atau jumlah barang atau jasa yang akan diberikan atau sifat aset
yang akan diperoleh, dan jika relevan, periode pada saat
pelaksanaan kewajiban terjadi. Sebagai tambahan, pelaksanaan
kewajiban harus dipantau oleh entitas yang mentransfer aset secara
berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi jika suatu ketentuan
mewajibkan pengembalian secara proporsional dari nilai aset jika
entitas melaksanakan sebagian persyaratan ketentuan tersebut, dan
kewajiban pengembalian dianggap telah dapat dipaksakan jika
kegagalan signifikan pemenuhan ketentuan telah terjadi di masa
lalu.

21.Dalam beberapa kasus, suatu aset dapat ditransfer dengan syarat
bahwa aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer
aset jika peristiwa tertentu di masa yang akan datang tidak terjadi.
Dalam kasus tersebut, kewajiban pengembalian tidak terjadi sampai
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dengan waktu tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dan suatu
kewajiban tidak diakui sampai dengan kriteria pengakuan kewajiban
terpenuhi.

22.Namun demikian, entitas penerima aset perlu mempertimbangkan
apakah transfer aset ini menurut sifatnya merupakan penerimaan di
muka. Dalam kebijakan akuntansi ini, penerimaan di muka
mengacu pada penerimaan atas suatu sumber daya yang diterima
sebelum terjadinya peristiwa kena pajak atau perjanjian yang terkait
transfer menjadi mengikat. Penerimaan di muka akan menyebabkan
kenaikan aset dan kenaikan kewajiban kini, karena perjanjian yang
terkait transfer belum mengikat. Ketika suatu transfer memenuhi
sifat dari transaksi pertukaran, maka dapat merujuk pada PSAP
mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran.

Perpajakan

23.Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak
didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

24 .Undang-undang dan peraturan perpajakan menetapkan hak
pemerintah untuk memungut pajak, mengidentifikasi dasar
perhitungan pajak, dan menetapkan prosedur pengelolaan pajak,
terkait dengan prosedur untuk perhitungan pajak yang akan
diterima serta memastikan pembayarannya diterima. Berdasarkan
undang-undang dan peraturan perpajakan, Indonesia menerapkan
sistem pemungutan secara self assessment. Dalam sistem tersebut,
Wajib Pajak pada umumnya memberikan rincian dan bukti kegiatan
yang dikenakan pajak, serta jumlah perhitungan pajak yang akan
diterima oleh entitas pemerintah. Pengaturan penerimaan pajak
sangat bervariasi tetapi biasanya dirancang untuk memastikan
bahwa pemerintah menerima pembayaran secara teratur tanpa
menggunakan tindakan hukum. Undang-undang yang mengatur
perpajakan biasanya dilaksanakan dengan ketat dan wajib pajak
yang melanggarnya dikenakan sanksi yang tegas.

25.Penerimaan di muka atas pajak merupakan jumlah kas yang
diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada
transaksi perpajakan.

ANALISIS ATAS ALIRAN MASUK AWAL SUMBER DAYA DARI

TRANSAKSI NONPERTUKARAN

26.Entitas mengakui aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran
pada saat entitas memperoleh pengendalian atas sumber daya yang
memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Dalam kondisi
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tertentu, seperti ketika kreditur menghapuskan utang, terjadi
penurunan nilai tercatat kewajiban yang diakui sebelumnya. Dalam
hal ini, entitas tidak mencatat kenaikan aset namun mencatat
adanya pengurangan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perolehan
kendali atas aset juga dapat diikuti dengan pengakuan kewajiban.
Sejalan dengan pendekatan dalam kebijakan akuntansi ini, entitas
akan melakukan analisis atas transaksi nonpertukaran, untuk
menentukan komponen laporan keuangan yang akan diakui sebagai
akibat dari transaksi tersebut. Bagan alir berikut mengilustrasikan
proses analitis yang dilakukan entitas ketika terdapat aliran masuk
sumber daya untuk menentukan apakah suatu pendapatan dapat
diakui.

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO
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LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR - TAHUN
TANGGAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16
PENGATURAN BERSAMA

A. PENDAHULUAN

L.

II.

Tujuan
1. Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah mengatur prinsip pelaporan

keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam
pengaturan yang dikendalikan bersama.

. Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 01, Kebijakan akuntansi ini

mendefinisikan  pengendalian bersama (joint control) dan
mensyaratkan entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam
pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama
dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak dan
kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.

Ruang Lingkup
3. Ruang Lingkup Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk
perusahaan negara/daerah, yang merupakan pihak dalam
pengaturan bersama.

. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan

dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
Pengendalian bersama dalam standar ini mensyaratkan setidak-
tidaknya entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam
pengaturan bersama.

B. DEFINISI

5. Dalam kebijakan akuntansi ini yang dimaksud dengan:

Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan
mempengaruhi manfaat pengaturan bersama.

Kendaraan terpisah (separate vehicle) adalah struktur keuangan yang
dapat diidentifikasikan secara terpisah, mencakup entitas hukum
terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari
apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum. |
Operasi bersama (joint operation) adalah pengaturan bersama yang
mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama
memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait
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dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator
bersama.

Operator bersama (joint operator) adalah pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas operasi bersama.

Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang
melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian
bersama.

Pengaturan yang mengikat (binding arrangement) adalah pengaturan
yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada
pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak.
Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak
atau hak hukum lainnya.

Pengendalian bersama (joint control) adalah persetujuan untuk
berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu
pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi
ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan
persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi
pengendalian.

Pihak dalam pengaturan bersama (party to a joint arrangement) adalah
entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari
apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas
pengaturan.

Ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang
mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama
memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut
disebut venturer bersama.

Venturer bersama (joint venturery adalah pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas ventura bersama.

Entitas pemerintah adalah entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD,
yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

C. PENGATURAN BERSAMA
6. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak
atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
7. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:
a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan
b) Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama
kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan
bersama.
8. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura
bersama.
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D. PENGATURAN YANG MENGIKAT

9.

Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan
dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat
memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau
kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum
atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau
eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa,
sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara:

a) individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-

undangan itu sendiri; atau
b) bersama dengan kontrak antara para pihak.

E. PENGENDALIAN BERSAMA

10.

11.

12.

13.

14.

Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi
pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui
pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika
keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan
suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan
bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan
pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok
pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan
bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama
untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang
mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan
bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan
aktivitas relevan.

Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas

relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para

pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif.

Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak

dalam pengaturan dilakukan dengan:

a) Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat
memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau
sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan

b) Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki
pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan
suara bulat.

Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang

mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan

dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian
bersama dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk



F.

15.

16.

17.
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mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan
sepihak tanpa persetujuannya.

Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak
seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para
pihak dapat dibedakan menjadi para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama
atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak
memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama.

Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai
apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian
bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan
keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak,
memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan.

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai
kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan tersebut.

JENIS PENGATURAN BERSAMA

18.

19.

20.

21.

Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang
melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai
operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan
kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama.

Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak
dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan
apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau
ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk
hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para
pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam
mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika
relevan, fakta dan keadaan lain.

Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk
melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak.
Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk
pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan
ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang
berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka
perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan
ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para
pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka
perjanjian yang sama.

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai
kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah
terlibat di dalamnya telah berubah.
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LAPORAN KEUANGAN PARA PIHAK DALAM PENGATURAN BERSAMA
Operasi Bersama

22.

23.

24.

25.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan

kepentingannya dalam operasi bersama:

a) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;

b) kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang
terjadi bersama;

c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan
dari operasi bersama,;

d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi
bersama;

e) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara
bersama-sama; dan

f) belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi
secara bersama-sama.

Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset,

kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan

kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Kebijakan

akuntansi Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam, namun tidak memiliki

pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat

kepentingannya sesuai dengan paragraf jika entitas pemerintah

tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban

yang terkait dengan operasi bersama tersebut.

Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama

namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak

atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan

operasi bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya

pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Kebijakan akuntansi

Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

Ventura Bersama

26.

27.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama
sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan
menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan akuntansi
Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi, kecuali
28 entitas pemerintah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas
seperti yang ditentukan dalam Kebijakan akuntansi Akuntansi
Pemerintahan tersebut.

Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi namun
tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka
entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan
bersama sesuai dengan Kebijakan akuntansi Akuntansi
Pemerintahan yang relevan.
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G. KETENTUAN TRANSISI
Ventura Bersama - Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke
Metode Ekuitas.

28.

29,

30.

31.

32.

Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode
ekuitas, suatu entitas pemerintah mengakui investasinya dalam
ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan
kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional
oleh entitas pemerintah.

Saldo awal investasi yang ditentukan sesuai dengan paragraf
merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu
entitas pemerintah menerapkan Kebijakan akuntansi Akuntansi
Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal
investasi untuk menilai apakah investasi tersebut mengalami
penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai
penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati
periode tersebut.

Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya
dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif,
maka entitas pemerintah menilai apakah entitas pemerintah memiliki
kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika
demikian, entitas pemerintah tersebut mengakui kewajiban terkait.
Jika entitas pemerintah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki
kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas
pemerintah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas
pemerintah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas
pemerintah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas
Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas
negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada
awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan
kebijakan akuntansi ini. '

Suatu entitas pemerintah mengungkapkan rincian aset dan
kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua
ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah mencatat dan
melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan
metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan akuntansi Akuntansi
Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi.
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Operasi Bersama - Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset

dan Kewajiban.

33. Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset
dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi
bersama, suatu entitas pemerintah, pada awal yang paling mendekati
periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang
sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya
dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan
kepentingannya dalam operasi bersama.

34. Suatu entitas pemerintah menentukan kepentingannya atas aset dan
kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya
dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas
pemerintah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan
memisahkannya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya
berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode
tersebut.

35. Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat
dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui 4
sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode
tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau
rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya. Entitas
pemerintah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi
pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara
investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban
yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap
ekuitas pada awal periode berikutnya.

H. PENGUNGKAPAN
36. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:

a) Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau
ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang
memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;

b) Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;

c) Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan
kepentingannya pada ventura bersama; dan
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d) Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura
bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara
lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur
kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO




